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Pembajakan suatu hak kekayaan intelektual dilarang baik secara hukum 
negara maupun  Syariat Islam. Namun, penggunaan aplikasi bajakan menjadi hal 
yang lazim dikalangan pelaku usaha percetakan khususnya di Desa Plosokandang 
Kecamatan Kedungwaru kab. Tulungagung untuk kepentingan komersialnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan aplikasi 
bajakan untuk kepentingan komersial dari perspektif hukum positif dan hukum 
ekonomi islam. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penggunaan 
aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial oleh pelaku usaha percetakan di desa 
plosokandang, kecamatan Kedungwaru, Tulungagung? (2) Bagaimana tinjauan 
hukum penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial oleh pelaku 
usaha percetakan perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam? 

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai studi empiris dengan pendekatan 
normatif empiris. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 
para pelaku usaha percetakan di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kab. 
Tulungagung, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal dan skripsi yang 
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer 
dilakukan dengan metode observasi dan wawancara kepada 10 pemilik usaha 
percetakan di Desa Plosokandang. Sedangkan data sekunder ini dilakukan dengan 
metode studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
metode analisis deskriptif. 

Hasil penelitian ini yaitu 1) Praktik penggunaan aplikasi bajakan untuk 
kepentingan komersial pada pelaku usaha percetakan di Desa Plosokandang 
Kecamatan Kedungwaru Kab. Tulungagung masih marak adanya. Hal tersebut 
terjadi karena beberapa faktor, diantaranya mahalnya biaya pembelian setiap 
aplikasi, untuk menghemat biaya operasional, kurangnya sosialisasi serta sudah 
membudayanya kebiasaan tersebut di kalangan pelaku usaha percetakan. 2) Hukum 
penggunaan aplikasi bajakan untuk kepentingan komersial pada pelaku usaha 
percetakan, a) ditinjau dari hukum positif telah melanggar hak dan kewajiban yang 
harus diberikan pada pemilik aplikasi yang tercantum pada UU nomor 8 tahun 1999 
tentang perlindungan Konsumen dan UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
b) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam, penggunaan aplikasi bajakan untuk 
kepentingan komersial dikategorikan sebagai jual beli fudhuli. Menurut Ulama 
Hanabilah dan Safi’iyah menganggap tidak sah, Sedangkan ulama Hanafiah dan 
Malikiyah, menyatakan sah. 
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Piracy of someone's intellectual property rights is prohibited both under state 
law and Islamic Sharia. However, the use of pirated applications is common among 
printing business actors, especially in Plosokandang Village, Kedungwaru District, 
District. Tulungagung for its commercial interests. This research aims to find out 
what the law is about using pirated applications for commercial purposes from the 
perspective of positive law and Islamic economic law. 

The formulation of the problem in this research is: (1) How are pirated 
applications used for commercial purposes by printing businesses in Plosokandang 
village, Kedungwaru subdistrict, Tulungagung? (2) What is the legal review of the 
use of pirated applications for commercial purposes by printing businesses from 
the perspective of Positive Law and Islamic Economic Law? 

This type of research is categorized as an empirical study with an empirical 
normative approach. The primary data in this research are the results of interviews 
with printing business actors in Plosokandang Village, Kedungwaru District, Kab. 
Tulungagung, while secondary data in this research comes from books, journals 
and theses which are related to this research. Primary data collection techniques in 
the research were carried out using observation and interview methods with 10 
printing business owners in Plosokandang Village. Meanwhile, secondary data in 
this research was carried out using the literature study method. The data analysis 
technique in this research uses descriptive analysis methods. 
The results of this research are 1) The practice of using pirated applications for 
commercial purposes among printing business actors in Plosokandang Village, 
Kedungwaru District, Kab. Tulungagung is still very popular. This happens due to 
several factors, including the high cost of purchasing each application, to save on 
operational costs, lack of socialization and the habit has become entrenched among 
printing businesses. 2) The law on the use of pirated applications for commercial 
purposes by printing business actors, a) in terms of positive law has violated the 
rights and obligations that must be given to application owners as stated in Law 
Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 28 of 2014 
concerning Rights Create. b) Judging from Islamic Economic Law, the use of 
pirated applications for commercial purposes is categorized as buying and selling 
fudhuli. According to the Hanabilah and Safi'iyah scholars consider it invalid, 
while the Hanafiyah and Malikiyah scholars declare it valid. 
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